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BAB II 

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

A. Tinjauan tentang Tinjauan Yuridis 

Kamusl Besar Bahasal Indonesia memberikanl pengertian tinjauanl yaitu 

mempelajaril secara lcermat, memeriksa (untukl memahami), lpandangan, 

pendapat (sesudahl menyelidiki, lmempelajari, dan sebagainyal).18 Sedangkan 

menurutl Kamus lHukum, kata yuridisl berasal daril kata yuridischl yang artinyal 

dari segil hukum ataul menurut lhukum.19 Dengan demikianl tinjauan yuridisl 

memiliki pengertianl mempelajari denganl cermat, lmemeriksa, suatu 

pandanganl atau pendapatl dari segil hukum. 

Yuridisl menurut kamus hukum berarti menurut hukum atau secara 

hukum.20 Pengertian yuridis menurut para ahli adalah hukum, kata ini banyak 

digunakan untuk tinjauan yuridis. Pengertian yuridis dalam penulisan karya 

ilmiah adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan pemerintah.  

Mencermati uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa tinjauan yuridis 

diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau 

penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu 

menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Tinjauan yuridis adalah 

memeriksa untuk memahami dari segi hukum yang berpegang teguh pada 

norma, aturan dan ketentuan yang berlaku dalam meneliti suatu kasus. 

                                                 
18 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 

(Edisi Keempat), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470. 
19 M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651. 
20 Suharso & Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Semarang: 

Widya Karya, 2011, hlm. 644. 



20 

 

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana 

1. Pengertianl Tindak Pidanal  

Istilah tindak pidanal dipakai sebagai terjemahan dari strafbaar feit 

atau delict. Strafbaar feitl terdiri daril tiga lkata, yakni lstraf, baar, danl feit, 

secaral literlijk, katal straf artinyal pidana, baarl artinya dapatl atau bolehl dan 

feitl adalah lperbuatan. Kaitannya denganl istilah strafbaarl feit secaral utuh, 

ternyatal straf diterjemahkanl juga denganl kata lhukum. Sudah laziml hukum itul 

adalah terjemahanl dari katal recht, seolahl-olah artil straf samal dengan lrecht. 

Kata lbaar, ada dual istilah yangl digunakan yaitul boleh danl dapat. Katal feit 

digunakanl empat istilahl yaitu, lperistiwa, tindak, lpelanggaran, dan 

lperbuatan.21 

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat pada apa yang 

disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan 

pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah 

pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang 

berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy), diartikan 

sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan 

tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah 

perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.22 

                                                 
21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, 

hlm. 69. 
22 Rasyid Ariman  & Fahmi Raghib,  Hukum Pidana,  Malang: Setara  Press,  2016,  

hlm. 57. 
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Tindak Pidana atau perbuatanl pidana padal dasarnya ialahl istilah yangl 

berasal daril bahasa belandal Strafbaar feit23, dan diartikanl oleh sarjanal di 

Indonesial antara lainl tindak lpidana, delict, danl perbuatan lpidana.24 Menurut 

lPompe, “strafbaar feitl” secara teoritisl dapat merumuskanl sebagai suatul 

pelanggaran normal (gangguan terhadapl tertib hukuml) yang denganl sengaja 

ataupunl dengan tidakl disengaja telahl dilakukan olehl seorang lpelaku, di manal 

penjatuhan terhadapl pelaku tersebutl adalah perlul demi terpeliharanyal tertib 

hukuml dan terjaminnyal kepentingan lhukum.25 

Menurutl Utrecht “strafbaar feitl” dengan istilahl peristiwa pidanal yang 

seringl juga ial sebut ldelik, karena peristiwal itu suatul perbuatan handelenl atau 

doenl positif ataul suatu melalaikanl natalen-lnegatif, maupun akibatnyal 

(keadaan yangl ditimbulkan karenal perbuatan ataul melakukan itul).26 

Sedangkan pendapat Vanl Hammel mengenail tindak lpidana, delik adalahl 

suatu seranganl atau suatul ancaman terhadapl hak-hakl orang lainl dengan 

demikianl pengertian sederhanal tindak pidanal adalah suatul perbuatan yangl 

dilarang olehl undang-undangl atau aturanl hukum yangl dapat dikenail sanksi 

yangl sesuai denganl aturan hukuml yang berlakul yang berupal pidana tertentul 

bagi barangl siapa yangl melanggar laranganl tersebut.27 

 

                                                 
23 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 91. 
24 Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: 

Fajar Interpratama Mandiri, 2015, hlm. 36. 
25 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika 

Aditama, 2014, hlm. 97. 
26 Ibid, hlm. 98. 
27 Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, Op Cit, hlm. 37. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, definisi yangl paling lengkapl 

menurut penulisl ialah definisil dari Simonsl yang merumuskanl tindak pidanal 

sebagai suatul perbuatan manusial yang bertentanganl dengan lhukum, diancam 

denganl pidana olehl undang-undangl perbuatan manal dilakukan olehl orang 

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. 

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan 

(yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. 

2. Unsurl-Undur Tindak Pidanal  

Dari definisi tindakl pidana yangl telah diuraikanl di latas, maka adal 

beberapa syaratl untuk menentukanl perbuatan itul sebagai tindakl pidana, syaratl 

tersebut adalahl harus adal perbuatan lmanusia, perbuatan manusial itu 

betentanganl dengan lhukum, perbuatan itul dilarang olehl undang-undangl dan 

diancaml dengan lpidana, perbuatan itul dilakukan olehl orang yangl dapat 

dipertanggungl jawabkan, danl perbuatan itul harus dapatl dipertanggung 

jawabkanl kepada sil pembuat.28 

Menurutl Simons, unsurl-unsur tindakl pidana (strafbaarl feit) adalahl 

perbuatan lmanusia, diancam denganl pidana, melawanl hukum, danl dilakukan 

denganl kesalahan.29 Selanjutnyal menurut lPompe, untuk terjadinyal perbuatan 

tindakl pidana harusl dipenuhi lunsur, antara llain: adanya perbuatanl manusia, 

memenuhil rumusan dalaml syarat lformal, bersifat melawanl hukun. Sedangkanl 

menurut lJonkers, unsur-unsurl tindak pidanal adalah perbuatanl (yang), 

                                                 
28 Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Op Cit, hlm. 60. 
29 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 12. 
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melawanl hukum (yangl berhubungan denganl), kesalahan (yangl dilakukan 

olehl orang yangl dapat), danl dipertanggungjawabkan.30 

Padal hakikatnya, setiapl perbuatan pidanal harus daril unsur-unsurl 

lahiriah (faktal) oleh lperbuatan, mengandung kelakuanl dan akibatl yang 

ditimbulkanl karenanya. Keduanyal memunculkan kejadianl dalam alaml lahir 

(dunial). Unsur-unsurl tindak pidanal yaitu: 

a. Unsurl Objektif yaitu unsurl yang terdapatl di luarl si lpelaku. Unsur-unsurl 

yang adal hubungannya denganl keadaan, yaitul dalam keadaanl di manal 

tindakan-tindakanl si pelakul itu hanyal dilakukan terdiril dari:  

1) Sifat melanggarl hukum. 

2) Kualitas daril si lpelaku. 

3) lKausalitas. 

b. Unsurl Subjektif yaitu unsurl yang terdapatl atau melekatl pada diril si 

lpelaku, atau yangl dihubungkan denganl diri sil pelaku danl termasuk 

didalamnyal segala sesuatul yang tetkandungl di dalaml hatinya, terdiril dari: 

1) Kesengajaanl atau ketidaksengajaanl (dolus ataul culpa) 

2) Maksudl pada suatul percobaan, Pasall 53 ayatl (1) lKUHP. 

3) Macaml-macam maksudl seperti terdapatl dalam kejahatanl-kejahatan 

lpencurian, penipuan, lpemerasan, dan lsebagainya. 

4) Merencanakanl terlebih ldahulu, seperti tecantuml dakam Pasall 340 

lKUHP, yaitu pembunuhanl yang direncanakanl terlebih ldahulu. 

5) Perasaan takutl seperti terdapatl di dalaml Pasal 308l KUHP.31 

                                                 
30 Adami Chazawi, Op Cit, hlm. 81. 
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3. Macam-Macam Tindak Pidana  

Tindak pidana secara umum dapat dibedakan ke dalam beberapa 

pembagiannya, yaitu: 

a. Kejahatan dan Pelanggaran, yaitu perbuatanl-perbuatan yangl menyimpang 

denganl keadilan, terlepasl apakah perbuatanl itu diancaml pidana didalaml 

undang-undangl atau ltidak. Perbuatan yangl dapat dikategorikanl yaitu 

lpembunuhan, pencurian, danl sebagainya. Pelanggaranl (wetsdelicht) ialahl 

perbuatan-perbuatanl yang olehl masyarakat barul disadari itul sebagai 

perbuatanl pidana, karenal undang-undangl merumuskan pelangaranl itu 

sebagail delik. Perbuatanl yang dapatl dikelompokan sebgail pelanggaran 

adalahl misalnya memarkirl mobil disebelahl kanan ljalan,dan lsebagainya.32 

b. Delikl Formal danl delik lmateriil, adalah delikl yang perumusannyal di titikl 

beratkan kepadal perbuatan yangl tidak ldiperbolekan.33 Tindak Pidanal 

formil tidakl memerlukan danl atau tidakl memerlukan timbulnyal suatu 

akibatl tertentu daril sebagai syaratl peneyelesaian Tindakl pidana, 

melainkanl pada lperbuatannya, misalnya padal pencurian Pasall 362 KUHPl 

untuk selesainyal pencurian digantungl pada padal selesai perbuatanl 

mengambil.34 Delikl Materil adalahl menimbulkan akibatl yang dilarangl 

atau tidakl diperbolehkan, dalaml hal inil dapat dikatakanl selesai apabilal 

                                                                                                                                      
31 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50. 
32 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 

105-106. 
33 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Sleman: Budi 

Utama, 2020, hlm. 12. 
34 Amir Ilyas, Asas- asas Hukum pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung 

jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan), Sleman: Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 29. 
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dampak daril perbuatan tersebutl telah lselesai, apabila dampakl tersebut 

telahl terjadi, jikal belum makal dapat dikatakanl hanya sebagail percobaan.35 

c. Delik lcommisionis, Delik ommisionisl dan delikl commisionis perl 

ommisionem Commisal Delik Commisionisl ialah delikl yang 

mengakibatkanl suatu pelanggaranl terhadap suatul yang dilarangl seperti 

melakukanl pencurian, lpenggelapan, penipuan. Delikl Ommisionis ialahl 

delik yangl berupa pelanggaranl terhadap perintahl sepeti tidakl melakukan 

sesuatul yang diperintahkanl atau ldiharuskan, misal tidakl menghadap 

sebagail saksi dil muka pengadilanl (Pasal 522l KUHP, Tidakl menolong 

orangl yang memerlukanl pertolongan Pasall 531 KUHPl) Delik 

Commisionisl per ommisioneml commisa ialahl suatu delikl yang berupal 

pelanggaran denganl adanya laranganl (dus delikl commisionis), akanl tetapi 

bisa dilakukannya denganl tidakl berbuat. Misall seorangl ibu membunuhl 

anaknya karenal tidak diberikannyal susu (Pasall 338, 340l KUHP) 

d. Delik Dollusl dan lCulpa, adalah delikl yang memuatl unsur kesengajaanl 

misal Pasall 187, 197l KUHP Delikl Culpa adalahl delik yangl memuat 

kealpaanl sebagai salahl satu lunsur, misal Pasall 195, l197, 201 lKUHP. 

e. Delik Tunggall dan delikl berganda, adalahl delik yangl cukup dilakukanl 

dengan perbuatanl satu kalil dan tidakl dilakukan berulangl kali. Delikl 

berganda adalahl delik yangl baru, merupakanl delik apabilal dilakukan 

denganl beberapa kalil perbuatan misall Pasal 481l KUHP (Pendahanl 

sebagai kebiasaanl) 

                                                 
35 Lukman Hakim, Op cit., hlm. 12. 
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f. Delik yangl berlangsung terusl dan delikl yang berlangsungl tidak lterus, 

ialah delikl yang memilikil ciri, bahwal perbuatan terlarangl itu berlangsungl 

terus misall merampas kemerdekaanl seorang (Pasall 333 KUHPl). Delik 

yangl tidak berlangsungl terus menerusl adalah tindakl pidana yangl 

mempunyai lciri, bahwa keadaanl yang tidakl diperbolehkan berlangsungl 

secara terusl-menerus, perbuatanl ini akanl selesai denganl telah 

dilakukannyal yang dilarangl atau timbulnyal akibat.  

g. Delik Aduanl dan bukanl delik laduan, adalah delikl yang penuntutannyal 

hanya dilakukanl apabila adal pengaduan daril pihak yangl terkena delikl 

misal penghinaanl pasal 310l-319 lKUHP. Delik bukanl aduan, yaitul tindak 

pidanal yang tidakl persyaratkan adanyal pengaduan untukl penuntutan 

misalnyal tindak pidanal pembunuhan, lpencurian, dan lsebagainya.36 

h. Delik sederhanal dan pemberatanl (Eenvoudige enl gequalilificeerde 

delictenl), Delik yangl ada pemberannyal misal penganiayanl yang 

menyebabkanl adanya lukal berat ataul dapat matinyal orang (Pasall 351 ayatl 

2 danl 3 lKUHP, Pencurian dalaml waktu malaml (Pasal 363l KUHP).37 

Delikl sederhana adalahl tindak pidanal tanpa adanyal unsur lpemeberatan. 

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga 

1. Pengertianl Kekerasan dalaml Rumah Tanggal 

Istilahl kekerasan selalul identik denganl tindakan yangl mengakibatkan 

terjadinyal kesakitan ataul luka bagil korbannya. Menurutl Abdul Wahidl dan  

                                                 
36 Ibid, hlm. 110. 
37 Lukman Hakim, Op cit., hlm. 12-13. 
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Muhammadl Irfan kekerasanl merupakan wujudl perbuatan yangl lebih bersifatl 

fisik yangl menimbulkan lluka, cacat, ataul penderitaan padal orang llain.38 

Menurut Faqihl kata “kekerasanl” merupakan padananl dari katal “violence” 

dalaml bahasa lInggris, meskipun keduanyal memiliki konsepl berbeda. Katal 

“violence” diartikanl sebagai suatul serangan ataul invasi terhadapl fisik 

maupunl integrasi.39 

Secara etimologi violence merupakanl gabungan daril “vis” yangl 

berarti dayal atau kekuatanl dan “latusl” yang berasall dari katal “ferre” yangl 

berarti lmembawa. Jadi violencel merupakan tindakanl yang membawal 

kekuatan untukl melakukan paksaanl atau tekananl fisik maupunl non lfisik. 

Pengertian sempitl kekerasan adalahl penyerangan fisikl terhadap seseorangl 

atau seranganl penghancuran perasaanl yang sangatl keras, kejaml dan lganas.  

Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal (KUHP) tidakl memberikan 

batasanl pengertian tindakl kekerasan danl tidak adal pembedaan korbanl tindak 

kekerasanl antara lakil-laki, lperempuan, dan anakl-anak. KUHPl hanya rumusanl 

tindak pidanal kekerasan sepertil kekerasan danl luka beratl (Pasal 89l-90), 

penganiayaanl (Pasal 351l-356), kejahatanl susila (Pasall 285-301l), 

pembunuhan (Pasall 338-340l), penghilangan kemerdekaanl (Pasal 324l-337), 

danl penistaan (Pasall 310-321l). Ketentuan KUHPl hanya bisal diartikan bahwal 

KUHP menegaskanl penganiayaan adalahl bentuk lkejahatan, namun mengenail 

unsur-unsurl  dan  caral  yang  disebutl  sebagai  perbuatanl  penganiayaan  tidakl  

                                                 
38 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan 

Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Malang: Refika Aditama, 2001, hlm. 30. 
39 Ibid, hlm. 31. 
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diatur dalaml KUHP. Delikl yang dirumuskanl dalam KUHPl merupakan delikl 

materiil, dimanal diperlukan adanyal dua macaml hubungan antaral perbuatan 

terdakwal dengan akibatl ldilarang, yaitu menderitanyal orang yangl dianiaya. 

Bagaimanal caranya mendatangkanl akibat itul tidak pentingl sama lsekali. 

Kekerasanl dalam rumahl tangga yangl merupakan bagianl dari 

terjadinyal perbuatan tindakl pidana termasukl ke dalaml ranah hukuml pidana 

yangl pengaturannya adal dalam lKUHP. Namun sangatl disayangkan, 

pengaturanl ketentuan-ketentuanl KUHP ternyatal belum bisal memberikan 

perlindunganl hukum kepadal istri yangl menjadi korbanl kekerasan yangl 

dilakukan olehl suaminya. Hall ini terjadil karena pengaturanl pidana penjaral 

yang sangatl ringan, tidakl ada pengaturanl batas pengenaanl pidana penjaral 

minimal danl maksimal, selainl itu pengaturanl pidana dendal sangat murahl 

sehingga tidakl memberi efekl jera bagil suami yangl melakukan tindakl 

kekerasan terhadapl istri. 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam 

lingkungan rumah tangga (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).40  

                                                 
40 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Medan, 

Aditama, 2014, hlm 14-15. 
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Mencermati penjelasan pasal tersebut di atas kekerasan dalaml rumah 

tanggal (disingkat KDRTl) adalah kekerasanl yang dilakukanl di dalaml rumah  

tanggal baik olehl suami maupunl oleh listri. Terlihat bahwal untuk siapal 

undang-undangl ini diberlakukanl tidaklah sematal-mata untukl kepentingan 

perempuanl saja, tetapil juga untukl semua orangl yang mengalamil subordinasi 

dalaml kenyataannya tidakl hanya lperempuan, baik yangl dewasa maupunl 

anak-lanak, tetapi jugal laki-llaki, baik dewasal maupun anakl-anak. Hanyal saja 

faktal menunjukkan bahwal korban yangl mengalami kekerasanl dalam rumahl 

tangga inil sebagian besarl adalah lperempuan. Hal inil penting untukl dipahami 

karenal masih adal anggapan daril sebagian besarl masyarakat yangl memandang 

sinisl terhadap undangl-undang inil sebagai tuntutanl yang terlalul dibuat-buatl 

dari lperempuan.41 

Penyebutanl kata “terutamal terhadap perempuanl” menunjukkan bahwal 

gagasan pembuatanl undang-undangl tersebut tidakl terlepas daril kaum 

perempuanl dimana dalaml realitas sosiologisl sebagian besarl korban kekerasanl 

dalam rumahl tangga adalahl kaum perempuanl (istri) danpelakunyal adalah 

lsuami, walaupun adal juga korbanl justru lsebaliknya, atau orangl-orang yangl 

tersubordinasil di dalaml rumah tanggal itu. Perempuanl banyak yangl menjadi 

korbanl kekerasan dalaml rumah tanggal pun diakuil oleh pemerintahl melalui 

pertimbanganl dibuatnya Undangl-Undang Penghapusanl Kekerasan dalaml 

Rumah Tanggal yang menyatakanl pemerintah mengakuil bahwa kekerasanl  

                                                 
41 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 20. 



30 

 

dalam rumahl tangga merupakanl pelanggaran hakl asasi manusial dan 

kejahatanl terhadap  martabatl  manusia  sertal bentuk diskriminasil yang harusl 

dihapuskan. Kemudian, ditambahkanl bahwa korbanl kekerasan yangl 

kebanyakan adalahl perempuan harusl mendapat perlindunganl dari negaral 

dan/ataul masyarakat agarl terhindar danl terbebas daril kekerasan ataul ancaman 

lkekerasan, penyiksaan, ataul perlakuan merendahkanl derajat danl martabat 

lkemanusiaan. 

Penjelasan di atasl dapat disimpulkanl bahwa kekerasanl dalam rumahl 

tangga secaral umum adalahl berbagai bentukl tindakan yangl dilakukan denganl 

sengaja yangl tujuannya lmenyakiti, melukai, secaral lahir ataul bathin, 

pemaksaanl atau perampasanl kemerdekaan seseorangl secara melawanl hukum 

dalaml lingkungan rumahl tangga. Tindakanl kekerasan dapatl dilakukan suamil 

kepada listrinya, ayah terhadapl anaknya, pamanl terhadap lkeponakan, kakek 

terhadapl cucu, maupunl orang yangl bekerja membantul pekerjaan rumahl 

tangga danl menetap dalaml rumah tanggal tersebut. Perbuatanl itu bukanlahl 

untuk mendidikl sebagaimana yangl diajarkan agamal atau peraturanl 

perundang-undanganl yang lberlaku. 

2. Sejarah Pengaturanl Kekerasan Dalaml Rumah Tanggal di Indonesial 

Sebeluml payung hukuml dibuat, mengusutl kasus kekerasanl dalam 

rumahl tangga, pada awalnya seseorangl korban KDRTl sangat kesulitanl 

mencari keadilanl atau mendapatkanl perlindungan atasl kejadian yangl 

menimpa ldirinya. Karena bukanl saja padal saat itul belum adal payung 

lhukumnya, namun dil sisi lainl juga adanyal pandangan masyarakatl bahwa 
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mengungkapl hal yangl terjadi dalaml rumah tanggal adalah suatul hal yangl 

tabu, laib, dan sangatl privat, yangl tidak perlul intervensi daril pihak lluar, 

termasuk jikal masalah rumahl tangga itul sebetulnya sudahl merupakan bentukl 

kekerasan. Hall ini sangatl diyakini olehl sebagian besarl masyarakat lIndonesia, 

sehingga hampirl tidak pernahl ada kejadianl kasus KDRTl dilaporkan kepadal 

pihak yangl berwajib bahkanl mungkin diutarakanl kepada pihakl kerabat 

terdekatl pun hampirl tidak lterlakukan, karena kuatnyal keyakinan sebagail 

suatu aibl atautabu danl akhirnya KDRTl menjadi hall yang sangatl tertutup ataul 

ditutup-ltutupi. Korban punl hanya diaml menikmati kesedihanl dalam 

memendaml perasaan lsakit, baik secaral fisik maupunl psikis ataul perasaan-

perasaanl lain yangl pada dasarnyal suatu hall yang sangatl tidak adill terhadap 

hakl-hak asasil dirinya danl sangat membutuhkanl bukan sajal perlindungan 

sosiall tetapi jugal perlindungan lhukum. 

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama 

kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan 

kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. 

Pandangan negaral tersebut didasarkanl pada Pasall 28 Undangl-Undang Dasarl 

Negara Republikl Indonesia Tahunl 1945, besertal perubahannya. Pasall 28Gl 

ayat (1l) Undang-Undangl Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun 1945l 

menentukan bahwal “Setiap orangl berhak atasl perlindungan diril pribadi, 

lkeluarga, kehormatan, lmartabat, dan hartal benda yangl di bawahl 

kekuasaannya, sertal berhak atasl rasa amanl dan perlindunganl dari ancamanl 

ketakutan untukl berbuat ataul tidak berbuatl sesuatu yangl merupakan hakl 
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asasi.” Pasall 28H ayatl (2) Undangl-Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia 

Tahunl 1945 menentukal bahwa “Setiapl orang berhakl mendapat kemudahanl 

dan perlakuanl khusus untukl memperoleh kesempatanl dan manfaatl yang samal 

guna mencapail persamaan danl keadilan.” 

Pembaruanl hukum yangl berpihak padal kelompok rentanl atau 

ltersubordinasi, khussunya lperempuan, menjadi sangatl diperlukan sehubunganl 

dengan banyaknyal kasus lkekerasan, terutama kekerasanl dalam rumahl tangga. 

Pembaruanl hukum tersebutl diperlukan karenal undang-undangl yang adal 

belum memadail dan tidakl sesuai lagil dengan perkembanganl hukum 

lmasyarakat.Oleh karenal itu, diperlukanl pengaturan tentangl tindak pidanal 

kekerasan dalaml rumah tanggal secara tersendiril karena mempunyail 

kekhasan, walaupunl secara umuml di dalaml Kitab Undangl-Undang Hukuml 

Pidana (KUHPl) telah diaturl mengenai penganiayaanl dan kesusuilaanl serta 

penelantaranl orang yangl perlu diberikanl nafkah lkehidupan.42 

Jikal ada suatul pelaporan ataul pengaduan atasl KDRT, hall ini praktis 

mengalami kebuntuanl dalam penangananl proses lhukumnya, karena beluml 

ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal 

istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami 

kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini 

kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya 

mekanisme  untuk  penanganan  korban, karena  memang  tidak atau  belum  

                                                 
42 Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 175. 
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tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidakmendapatkan perlindungan 

yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang 

mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau 

anak. 

Sebelum keluarnya Undang-Undangl Nomor 23l Tahun 2004l tentang 

Penghapusanl Kekerasan Dalaml Rumah lTangga, perlindungan hukuml 

terhadap korbanl kekerasan suamil diatur dalaml Pasal 365l ayat 1l KUHP, Pasall 

1365 KUHl Perdata, Pasall 24 Undangl-Undang Nomorl 1 Tahunl 1974 tentangl 

Perkawinan, Pasall 1 Undangl-Undang Nomorl 7 Tahunl 1984 tentangl 

Pengesahan Konvensil Penghapusan Segalal Bentuk Diskriminasil Terhadap 

Wanital/Perempuan, Pasall 17 Undangl-Undang Nomorl 39 Tahunl 1999 tentangl 

Hak Asasil Manusia (HAMl). Sebelum adanyal UU PKDRTl tersebut, apabilal 

terjadi kekerasanl dalam rumahl tangga biasanyal penyidik dil Kepolisan 

menggunakanl KUHP sebagail dasar lhukumnya, namun banyakl adanya 

hambatanl dalam penerapannyal antara llain: 

a. KUHP tidakl mengenali kekerasanl berbasis genderl (Pasal 356l KUHP), 

kedudukanl istri ditempatkanl sama denganl anggota keluargal lain, padahall 

relasi antaral pelaku yaknil suami danl korban yaknil istri adalahl tidak adill 

karena lseksualitasnya, kedudukan danl peran dalaml rumah ltangga. 

b. KUHP tidakl mengenal konsepl perkosaan dalaml perkawinan (maritall 

rape). Penganiayaanl ringan yangl mana pelakunyal dihukum bilal korban 

tidakl dapat menjalankanl pekerjaannya (Pasall 351 KUHPl). Definisi kerjal 
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adalah kerjal formal/lkantoran. Sedangkan banyakl pekerjaan perempuanl 

terutama pekerjaanl rumah tanggal tidak dianggapl sebagai lpekerjaan. 

c. KUHP tidakl mengenali bentukl kekerasan lainl selain kekerasanl fisik 

(Pasall 89 danl Pasal 90l KUHP). KUHPl tidak mengenalil kekerasan 

ekonomil psikis dalaml rumah tanggal dan sebagaimanal didefinisikan olahl 

Deklarasi PBBl tentang penghapusanl kekerasan terhadapl perempuan. 

d. Pasal 356l KUHP tidakl memasukkan relasil intim ataul interpersonel lainl 

misalnya pasanganl homoseksual ataul transgender llain. Tapi hanyal 

terbatas padal lingkup nuclearl family. Tidakl ada batasanl hukuman 

minimuml sehingga hakiml bisa sajal menghukum denganl seringan 

lringannya. 

e. Pasal 356l KUHP jugal berorientasi hanyal pada penghukumanl pada pelakul 

dantidak adal mekanisme untukl Pengembaliannya keluargal ataupun 

pemberianl efek ljera. Tidak adal mekanisme perintahl perlindungan 

(Protectionl order/Restrainingl order).  

Permasalahanl bukan sajal terletak padal langkanya aturanl hukum, 

namunl pandangan masyarakatl bahwa KDRTl adalah suatul aib ataul hal yangl 

sangat pribadil juga melingkupil cara pandangl para penegakl hukum, yangl 

perspekifnya praktisl sama yaknil sangat lpatrarkhis. Kepekaan terhadapl 

permasalahan KDRTl termasuk kepekaanl gender terhadapl diri korbanl masih 

beluml dihayati secaral proporsional. lSehingga, harapan besarl korban menjadil 

pupus danl harus menanggungl kekecewaan yangl cukup beratl manakala kasusl 

yang dilaporkannyal tidak mendapatkanl kepastian hukuml dalam lprosesnya, 
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hanya karenal aparat penegakl hukum meyakinil bahwa persoalanl KDRT bukanl 

permasalahan publikl melainkan sebagail permasalahan internall keluarga. 

Berdasarkanl pemikiran ltersebut, sudah saatnyal dibentuk undangl-

undang tentangl Penghapusan Kekerasanl dalam Rumahl Tangga yangl diatur 

secaral komprehensif, ljelas, dan tegasl untuk melindungil dan berpihakl kepada 

lkorban, serta lsekaligus, memberikan pendidikanl dan penyadaranl kepada 

masyarakatl dan aparatl bahwa segalal tindak kekerasanl dalam rumahl tangga 

merupakanl kejahatan terhadapl martabat lkemanusiaan. 

3. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga  

Kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 

Undang-Undang Penghapusan KDRT. Tindak pidanal KDRT terdiril dari:  

a. Kekerasanl Fisik  

Kekerasan fisik diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan 

rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang 

Penghapusan KDRT). Pengertian tersebut serupa namun tidak sama 

dengan pengertian “penganiayaan” yang ada pada Pasal 351 KUHP. 

Perbedaan tersebutl nampak daril “kekerasan fisikl” diberikan penafsiranl 

otentik padal Pasal 6l Undang-Undang Penghapusan KDRT, sedangkan 

padal Pasal 351l KUHP tidakl dijelaskan pengetianl “penganiayaan” tetapil 

hanya dikualifikasikanl deliknya yaknil “penganiayaan”.43 

 

                                                 
43 Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

Yogyakarta: Merkid Press, 2015, hlm. 32. 
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Laranganl melakukan kekerasanl fisik dalaml Pasal 5l huruf al jo 

Pasall 6 Undang-Undang Penghapusan KDRT diancam dengan pidana 

dalam Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Kekerasan fisik 

dalaml rumah tanggal bisa sepertil dipukul, lditendang, dijambak lrambutnya, 

ditampar, ldicekik, dan lsebagainya. Akibat yangl ditimbulkan olehl 

kekerasan fisikl dapat berupal memar, lluka, bahkan hinggal kematian. 

b. Kekerasanl Psikis 

Kekerasanl psikis yangl dimaksud padal Pasal 5l huruf bl adalah 

perbuatanl yang mengakibatkanl ketakutan, hilangnyal rasa percayal diri, 

hilangnyal kemampuan untukl bertindak, rasal tidak lberdaya, dan/ataul 

penderitaan psikisl berat padal seseorang. Laranganl melakukan kekerasanl 

psikis dalaml Pasal 5l huruf bl jo Pasall 7 Undangl-Undang Penghapusanl 

KDRT diancaml dengan pidanal dalam Pasall 45 undangl-undang lini. 

Kekerasanl psikis dalaml rumah tanggal dapat berupal ancaman, 

lhinaan, tekanan, pembatasanl aktivitas, danl sebagainya. Pembuktian 

kekerasanl psikis diperlukanl pemeriksaan daril Psikolog ataupunl Psikiater. 

c. Kekerasanl Seksual 

Kekerasanl seksual yangl dimaksud padal Pasal 5l huruf cl Undang-

Undang Penghapusan KDRT sebagai berikut. 

1) Pemaksaan hubunganl seksual yangl dilakukan terhadapl orang yangl 

menetap dalaml lingkup rumahl tangga ltersebut; 
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2) Pemaksaan hubunganl seksual terhadapl salah seorangl dalam lingkupl 

rumah tangganyal dengan orangl lain untukl tujuan komersiall dan/ataul 

tujuan ltertentu. 

Laranganl melakukan kekerasanl seksual dalaml Pasal 5l huruf cl jo 

Pasall 8 Undang-Undang Penghapusan KDRT diancaml dengan pidanal 

dalam Pasall 46-48l undang-undang ini. Pemaksaan hubunganl seksual 

menurutl hasil penelitianl LBH APIKl dapat lberupa: 

1) Pemaksaanl hubungan seksuall sesuai seleral seksual lsuami. 

2) Pemaksaanl hubungan seksuall saat isteril tertidur.  

3) Pemaksaanl hubungan seksuall berkali-kalil dalam satul waktu. 

4) Pemaksaanl hubungan seksuall saat isteril sedang haidl/menstruasi.44 

d. Penelantaranl Rumah Tanggal 

Setiapl orang dilarangl melakukan penelantaranl dalam lingkupl 

rumah tanggal sebagaimana dimaksudl pada Pasall 9 Undang-Undang 

Penghapusan KDRT, yaitu: 

1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tannganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap 

orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

                                                 
44 Ibid, hlm. 75. 
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membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau 

di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

Larangan melakukan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 5 

huruf d jo Pasal 9 undang-undang ini diancaml dengan pidanal dalam Pasall 

49. Dalaml putusan yangl dianalisis lpenulis, berdasarkan suratl dakwaan 

tindakl pidana yangl dilakukan olehl terdakwa masukl dalam kekerasanl fisik 

yangl menimbulkan rasal sakit, jatuhl sakit terhadapl saksi lkorban. 

4. Ruang Lingkup Rumah Tangga 

Korbanl kekerasan dalaml rumah tanggal adalah orangl yang beradal 

dalam lingkupl rumah ltangga. Lingkup rumahl tangga menurutl Pasal 2 

Undang-Undang Penghapusan KDRT sebagai lberikut. 

a. lSuami, isteri, danl anak. Suamil isteri dalaml UU PKDRTl adalah seorangl 

pria danl wanita yangl terikat dalaml perkawinan yangl sah baikl yang 

dicatatkanl maupun yangl tidak dicatatkanl yang membentukl keluarga 

(rumahl tangga).45 Dalaml rumah ltangga, kualifikasi anakl dilihat daril 

bentuk ikatanl darah (anakl kandung) danl ikatan yuridisl yang mengikatl 

seseorang menjadil orangtua danl anak, yaknil perkawinan (anakl tiri) danl 

pengangkatan anakl (anak angkatl).46 Anak sebagail pelaku danl korban 

kekerasanl dalam rumahl tangga dapatl dikualifikasikan sebagail anak dil 

bawah umurl dan anakl yang telahl dewasa.  

 

                                                 
45 Ibid, hlm. 15. 
46 Ibid, hlm. 16. 
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b. Orangl-orang yangl mempunyai hubunganl keluarga denganl orang 

sebagaimanal dimaksud padal huruf al karena hubunganl darah, lperkawinan, 

persusuan, lpengasuhan, dan lperwalian, yang menetapl dalam rumahl 

tangga. Undangl-Undang Penghapusanl KDRT tidakl menggantungkan 

syaratl keluarga denganl penderajatan.47 Hall ini diperluasl dengan 

dianggapnyal saudara karenal persusuan, lpengasuhan, dan lperwalian. 

Menetap dalaml rumah tanggal dapat diartikanl sebagai selamal berada 

dalaml rumah tanggal yang bersangkutanl pada saatl terjadinya pelakul atau 

korbanl tersebut harusl telah beradal dalam rumahl tangga ataul keluarga 

tersebutl dalam jangkal waktu ltertentu.48  

c. Orangl yang bekerjal membantu rumahl tangga danl menetap dalaml rumah 

tanggal tersebut. Orangl yang bekerjal membantu rumahl tangga seringkalil 

disebut “pembantul rumah ltangga”. Pembantu rumahl tangga bisal menjadi 

pelakul atau korbanl kekerasan dalaml rumah tanggal apabila yangl 

bersangkutan masihl berada danl/atau bekerjal dalam rumahl tangga yangl 

bersangkutan.49 

 

                                                 
47 Ibid, hlm. 24. 
48 Ibid, hlm. 25. 
49 Ibid, hlm. 26. 
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